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AKBAR ADE PUTRA (B111 11 303), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh “Anggota Geng Motor” Di 
Kota Makassar (Tanggapan Atas Putusan No. 530/Pid.B/2014/PN.Mks) 
dibawah bimbingan Bapak Muhadar (selaku Pembimbing I) dan Bapak 
Syamsuddin Muchtar (selaku Pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam 
putusan nomor 530/pid.b/2014/pn.mks serta mengetahui pertimbangan 
hukum hakim terhadap putusan Nomor 530/pi.b/2014/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Dengan 
berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan mengadakan wawancara 
lansung dengan hakim, maupun mempelajari data yang diperoleh melalui 
penelusuran berkas/dokumen,buku serta hasil membaca literatur yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana  
terhadap kasus dalam Putusan Nomor.530/Pid.B/2014/PN.Mks. sudah 
tepat. Hakim telah memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana 
Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan terdakwa telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan 
sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.2) 
Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana atas Putusan Nomor 
530/Pid.B/2014/PN.Mks. juga sudah tepat. Hakim melakukan 
pertimbangan antara tindak pidana pelaku dan kelakuan terdakwa dalam 
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A. Latar Belakang Masalah 
Seiring perkembangan zaman dan kemajuan di seluruh sendi 
kehidupan, manusia dituntut agar bisa mengembangkan dirinya untuk 
dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai 
makhluk yang paling sempurna, masing-masing dianugerahi oleh Tuhan 
akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk 
membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan 
mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya serta 
masing-masing diberikan bakat yang nantinya akan digunakan dalam 
rangka aktualisasi diri. Dengan akal budi, nurani, dan bakat yang 
dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan 
sendiri perilaku, perbuatan, dan dalam hal apa mereka dapat 
merealisasikan bakat yang mereka miliki tersebut. 
Dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini, banyak terlihat 
dampak dari kemajuan zaman, baik itu dampak positif maupun dampak 
negatif.Dampak positifnya dapat terlihat dengan pesatnya kemajuan 
dalam dunia teknologi yang sangat membantu manusia dalam melakukan 
segala kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari.Secara tidak langsung, 
pesatnya perkembangan zaman juga memiliki dampak negatif, hal ini 
dapat dilihat dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang 
timbul dalam kehidupan sehari-hari berupa kejahatan dan pelanggaran 
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yang dewasa ini sudah dilakukan oleh semua kalangan, dan para kaum 
remaja khususnya.Dalam beberapa tahun terakhir ini, pelanggaran 
terhadap peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku semakin 
mengalami peningkatan.Hal ini tampak dari banyaknya kasus-kasus 
kejahatan yang diberitakan di berbagai media, baik media cetak maupun 
media elektronik.Maraknya pelanggaran terhadap norma-norma hukum 
yang berlaku tersebut merupakan salah satu kejadian dan fenomena 
sosial yang sering terjadi dalam masyarakat belakangan ini. 
Indonesia merupakan negara hukum.Hal ini telah dinyatakan 
dengan tegas dalam amandemenUndang – undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3)bahwa 
“Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (rechstaat), tidak 
berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).” 
Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam 
menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletakpada 
kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah 
negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan 
dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang 
berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 
pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam 
Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa 
aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. 
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Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam 
setiap Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara 
ini.Salah satunya adalah pembunuhan. 
Pada dasarnya keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat 
sangat urgen, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum 
.Kesadaran hukum masyarakat memiliki tingkatan yang hanya dapat 
dilihat dari indikatornya yang terdiri dari pengetahuan umum, pemahaman 
kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku 
hukum. Apabila masyarakat menginginkan kedamaian, ketentraman, 
keadilan dan kesejahteraan maka syarat utamanya adalah memenuhi 
kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung, akan 
tetapi pematuhan terhadap hukum tadi tidak dapat terjadi dengan 
sendirinya tanpa adanya motivasi yang pada dasarnya motivasi terdiri 
dari: 
 Motivasi/dorongan yang bersifat psikologis/kejiwaan. 
 Motivasi/dorongan untuk memelihara nilai-nilai moral yang luhur 
dalam masyarakat. 
 Motivas/dorongan dalam upaya untuk memperoleh perlindungan 
hukum. 
 Motivasi/dorongan untuk menghindari sanksi hukum. 
Hukum yang dipatuhi dalam masyarakat datangnya dari berbagai 
sumber yang pada garis besarnya bersumber dari hukum formal.Pada 
umumnya, sumber hukum materiil hanya terdiri dari sumber hukum dalam 
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arti sejarah, sumber hukum dalam arti sosiologis dan sumber hukum 
dalam arti filsafat. 
Sumber hukum formil sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari 
undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan, persetujuan, doktrin, dan 
traktat.Undang-Undang merupakan suatu peraturan negara yang 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh 
penguasa negara.Undang-Undang dapat dibagi dalam arti materiil dan 
formil. Adapun yang disebut dengan yurisprudensi adalah keputusan 
hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh 
hakim kemudian mengenai kesalahan yang sama. Sedangkan sumber 
hukum kebiasaan dapat menjadi sumber hukum apabila kebiasaan 
tersebut telah menjadi suatu perbuatan yang menurut ketentuan tingkah 
laku yang tidak berubah apabila masyarakat telah memiliki kesadaran 
akan adanya ketentuan tingkah laku tersebut bahkan telah menyakini hal 
itu sebagai kerugian. 
Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana 
formil, menurut  WirjonoProdjodikoro (Sudarsono : 1991 : 6)menjelaskan 
kedua hal tersebut sebagai berikut, 
“Isi hukum pidana yakni : 
 Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang 
diancam dengan hukum pidana. 
 Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu  
merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana 
 Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat 
dihukum pidana. 
 Penunjukan jenis hukum pidana yang dapat dijatuhkan. 
 
Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya 
hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan 
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yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa 
yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna 
mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. 
Masalah kejahatan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan 
bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi 
prinsipnya dinilai sama peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak 
dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai 
pendorongnya. 
Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum 
positif atau hukum yang dilegitimasi berlakunya dalam suatu 
negara.Kejahatan hadir ditengah masyarakat dalam berbagai model 
perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar, dan 
dilarang oleh hukum dan ditetapkan oleh pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa 
dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada 
pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan 
masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi tidak semua 
unsur dalam masyarakat siap tunduk pada aturan yang ada. Oleh karena 
itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan 
pembunuhan. 
Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang 
sangat kompleks dan rawan  serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. 
Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan tersebut merupakan 
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tindakan yang merugikan dan bersentuh langsung dengan kehidupan 
manusia, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah dan 
memberantas kejahatan yang dilakukan kendati kejahatan pembunuhan 
yang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. 
Banyaknya kejahatan yang terjadi disekitar kita yang sangat 
mengerikan dapat diketahui melalui media massa yang mengungkap 
kasus pembunuhan yang terjadi dan pelakunya adalah anggota geng 
motor yang dimana faktor penyebabnya yaitu adanya kecemburuan sosial, 
dendam, dan faktor psikologis seseorang. 
Kejahatan geng motor beberapa tahun terakhir marak terjadi di 
Indonesia khususnya di kota Makassar, ini menandakan bahwa modus 
kejahatan semakin meningkat. Aksi kejahatan geng motor yang sering 
terjadi adalah perampokan dan pembunuhan dan sebagian besar 
pelakunya adalah pelajar maupun orang yang putus sekolah. Maraknya 
aksi geng motor ini memberikan perhatian yang sangat besar bagi 
masyarakat karna banyaknya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh geng 
motor yang meresahkan masyarakat dan melanggar hukum. 
Dalam hal penegakan hukum, aparat penegak hukum telah 
melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam 
kenyataan masih saja muncul reaksi sosial bahkan beberapa tahun 
terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di 
Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Makassar pada khususnya 
meningkat, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan 
modus operandi yang berbeda. 
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Hukum berfungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa 
dan bernegara dapat memberikan kontribusi yang besar kepada 
pelaksanaan pembangunan jika aparat  penegak hukum dan seluruh 
lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma-norma hukum, 
namun kadangkala gradiasi pidana yang dijatuhkan memiliki dua sisi, 
disatu sisi merupakan perlindungan masyarakat dan ancaman kejahatan 
pada sisi lain pidana yang dijatuhkan dianggap sebagai pelanggaran 
terhadap Hak Asasi Manusia. 
Meskipun asumsi diatas cukup beralasan namun tampaknya 
masalah sanksi pidana sangat strategis dalam menanggulangi dan 
mencegah kejahatan sebab jika tidak ada sanksi pidana tidak ada pula 
yang menjalankan fungsi secara optimal. 
Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial 
masyarakat, baik terhadap pelaku maupun korban pembunuhan sehingga 
tidak memberikan peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. 
Seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan dalam 
masyarakat, modus pembunuhan semakin meningkat. Dalam Pasal 338 
KUHP “barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, di 
hukum, karena pembunuhan, dengan hukuman penjara paling lama lima 
belas tahun.” 
Atas dasar pemikiran itulah maka penulis menganggap bahwa perlunya 
penulis memilih judul skripsi ini. Dalam skripsi yang dibahas penulis, penulis 
mengangkat sebuah judul yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak 
Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh “Anggota Geng Motor” Di Kota 
Makassar(Tanggapan Atas Putusan No. 530/Pid.B/2014/PN.Mks.)” 
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B. RumusanMasalah 
Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka Penulis 
merumuskan  beberapa masalah untuk dibahas, yaitu : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum atas tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Geng Motor di 
Makassar dalam Putusan Perkara Pidana No. 
530/Pid.B/2014/PN.Mks ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
penjatuhan pidana pada Putusan Perkara Pidana No. 
530/Pid.B/2014/PN.Mks ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
1. Untuk penerapan hukum atas tindak pidana pembunuhan yang 
dilakukan oleh anggota Geng Motor di Makassar dalam Putusan 
Perkara Pidana No. 530/Pid.B/2014/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
penjatuhan pidanapada Putusan Perkara Pidana No. 
530/Pid.B/2014/PN.Mks. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-
manfaat sebagai berikut : 
1. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di 
Indonesia, khususnya mengenaipenerapan sanksi hukum dalam 
tindak pidana pembunuhan. 
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2. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum 
pada umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam 
menambah pengetahuan tentang ilmu hukum. 
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar 
lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, 
khususnya dalam penegakan hukum terhadap maraknya 
kejahatan pembunuhan di Indonesia khususnya di Makassar. 
4. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses 
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah 





















A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah delik adalah merupakan kata yang diadopsi dari istilah 
bahasa latin delictum dan delicta. Delik dalam bahasa disebut 
strafbaarfeit.Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan 
feit.Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai 
dapat dan boleh. Sedangkan felt diartikan sebagai tindak, peristiwa, 
pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah delict yang artinya 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). 
Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:72) mengatakan bahwa suatu 
strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam 
pidana oleh peraturan perundang-undangan. 
Berikut ini adalah beberapa pendapat pengertian tindak pidana 
dalam arti strafbaarfeit menurut pendapat para ahli : 
1. Menurut J.E Jonkers (Bambang Poernomo,1982:91) membagi 
atas dua pengertian yaitu : 
 Definisi pendek memberikan pengertian :strafbaarfeit adalah 
suatu kejadian (feit) yang dapat diancam dengan hukuman 
pidana oleh undang-undang. 
 Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan 
pengertian “starfbaarfeit” adalah suatu kelakuan yang 
melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau 
alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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2. Menurut Pompe (Bambang Poernomo,1982:91) membagi atas 
dua pengertian yaitu : 
 Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaarfeit” 
adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan 
karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
 Defenisi menurut hukum positif merumuskan pengertian 
“strafbaarfeit” adalah suat kejadian (feit) yang oleh peraturan 
perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang 
dapat dihukum. 
 
3. Menurut Simmons (P.A.F Lamintang,1997:18) 
“Strafbaarfeitadalah suatu tindakan melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak 
sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan 
atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum” 
 
4. Menurut Van Hammel (P.A.F Lamintang,1997:18) 
“Strafbaarfeitadalah suatu serangan atau ancaman terhadap 
hak-hak orang lain.” 
 
Berbeda dengan pandangan para pakar diatas, menurut Halim 
(Adami Chazawi,2002:72) menyatakan delik adalah suatu perbuatan atau 
tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang (pidana). 
Rusli Effendy (1986:2) memberikan batas pengertian delik sebagai 
berikut: 
“Peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum 
pidana dilarang dan diancam terhadap siapa yang melanggar 
larangan tersebut”. 
 
Apabila diperhatikan rumusan tersebut diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa istilah perisitwa pidana sama saja dengan istilah delik, 
yang redaksi artinya adalah strafbaarfeit. 
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Pengertian peristiwa pidana atau delik diatas mengandung makna 
sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dan disertai dengan 
ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan 
tersebut. 
Moeljatno (1985:54) menggunakan istilah perbuatan pidana 
sebagai terjemahan dari strafbaarfeit dan memberikan definisi sebagai 
berikut: 
“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang 
berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut).” 
 
Istilah strafbaarfeit juga diterjemahkan oleh R. Soesilo (1984:6) 
sebagai berikut: 
“Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau 
perbuatan yang dapat dihukum yaitu sebagai suatu perbuatan yang 
dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila 
dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau 
mengabaikan akan diancam dengan pidana.” 
 
Sedangkan Bambang Poernomo (1982:90) menyatakan bahwa : 
“Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal 
dengan istilah straafbaarfeit.Kepustakaan tentang hukum pidana 
sering mempergunakan istilah delik sedangkan pembuat undang-
undang dalam merumuskan strafbaarfeit mempergunakan istilah 
pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut.” 
 
Lebih lanjut Bambang Poernomo menjelaskan bahwa istilah 
delik.Strafbaarfeit, peristiwa pidana, dan tindak pidana serta perbuatan 
pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang 
dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan 
ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut. 
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Vos (Bambang Poernomo,1982:90) terlebih dahulu mengemukakan 
arti sebagai “Tatbestandmassigheit”  merupakan kelakuan yang 
mencocoki lukisan dan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang 
yang bersangkutan. 
Delik menurut pengertian sebagai “Wesencshau” telah diikuti oleh 
para ahli hukum pidana dan yurisprudensi Nederland dalam hubungannya 
dengan ajaran sifat melawan hukum yang materil. Pengertian dan istilah 
strafbaarfeit menurut Vos (Bambang Poernomo,1982:91) adalah suatu 
kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang diancam 
dengan ancaman pidana. 
Di dalam mencari elemen yang terdapat di dalam starfbaar feit oleh 
Vos telah ditunjuk pendapat oleh Simons (Bambang Poernomo,1982:92) 
yang menyatakan suatu strafbaarfeit adalah perbuatan yang melawan 
hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Dari pengertian ini dapat dikatakan suatu 
strafbaarfeit mempunyai elemen “wederrechtlijkkheld” dan “schuld” 
Halini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan 
definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers 
menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang. Bagi Vos lebih 
menjurus kepada pengertian strafbaarfeit  dalam arti menurut hukum 
positif atau definisi pendek. Hal ini akan berbeda dengan Simons yang 
memberikan pengertian Strafbaarfeit dalam arti menurut teori atau defenisi  
yang panjang. 
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Dari sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan 
oleh para ahli hukum pidana diatas, maka penulis tidak menetapkan 
penggunaan istilah peristiwa pidana dalam skripsi ini, seperti halnya apa 
yang dikemukakan  oleh Rusli Effendy (1986:46) bahwa : 
“Definisi dari perisitiwa pidana tidak ada.Oleh karena itu timbullah 
pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana.Dapat 
dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa 
pidana, sebab hampir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu.” 
 
Namun Penulis lebih condong sependapat dengan alasan Sudarto 
(1989:30) menggunakan isitilah tindakpidanadidasarkan atas 
pertimbangan yang bersifat sosiologis, karena istilah tersebut sudah dapat 
diterima dan tidak asing lagi didengar oleh masyarakat. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan 
unsur objektif. Laden Marpaung (2005:9) mengemukakan unsur-unsur 
delik sebagai berikut : 
a. Unsur Subjektif 
Merupakan unsur yang berasal dari diri perilaku. Asas hukum 
pidana  menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An 
act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non 
facit reurn mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah 





b. Unsur Objektif 
Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas : 
1) Perbuatan manusia berupa: 
- Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif 
- Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan 
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain : 
- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman.Adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan.Salah satu 
unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari 
pengadilan. 
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Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak 
pidana: 
a. Satochid Kartanegara (Leden Marpaung,2005:10) 
Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. 
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dalam diri manusia, 
yaitu : 
- Suatu tindakan 
- Suatu akibat 
- Keadaan 
Kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur 
dari perbuatan yang dapat berupa: 
- Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan 
- Kesalahan 
b. Moeljatno (Adami Chazawi,2001:79) 
Unsur tindak pidana adalah: 
- Perbuatan; 
- Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
- Ancaman pidana (bagi pelanggarnya) 
c. Vos (Adami Chazawi,2001:80) 
Unsur tindak pidana adalah: 
- Kelakuan manusia; 
- Diancam dengan pidana; 
- Dalam peraturan perundang-undangan 
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d. Jonkers (Adami Chazawi,2001:81) 
Unsur tindak pidana adalah: 
- Perbuatan (yang) 
- Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
- Kesalahan 
Dalam KUHAP ada 4 faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak 
pidana atau delik kejahatan yaitu : 
a. Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP) yaitu pemberitahuan 
yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban 
berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang 
tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa 
pidana (KUHAP Pasal 1 ayat 24). Biasanya laporan ini datang 
dari saksi-saksi yang berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) 
atau dari keluarga korban, adapun laporan juga datang dari 
korban dan tidak jarang pula pelaku itu sendiri yang melaporkan 
perbuatannya dalam hal ini tersebut menyerahkan diri. 
b. Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP) adalah 
pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang 
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk 
menindak menurut hukum seorang yang melakukan tindak 
pidana  aduan yang merugikannya (KUHAP Pasal 1 ayat 25). 
c. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP) yaitu 
tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak 
pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak 
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pidana, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai 
sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat 
kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras 
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang 
menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan 
atau membantu melakukan tindak pidana itu. 
d. Pengetahuan sendiri polisi. Polisi menduga adanya tindak 
pidana yang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya 
peristiwa pidana sehingga pihak kepolisian melakukan 
penggeledahan di TKP yang diduga tempat terjadinya suatu 
tindak pidana, atau cara lain sehingga penyidik ketahui 
terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar dari radio, 
dengar dari orang bercerita dan sebagainya. Dapat juga pihak 
kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap 
seseorang yang diduga terlibat tindak pidana di TKP. 
 
B. Tindak Pidana Pembunuhan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
Pembunuhan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan 
nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, walaupun yang tidak 
melawan hukum. Pembunuhan ini biasanya dilatar belakangi berbagai 





2. Jenis-jenis Tindak PidanaPembunuhan 
a. Menurut Pasal 338 KUHP 
Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas 
tahun. 
b. Menurut Pasal 339 KUHP 
Pembunuhan yang diikuti, disertai, didahului oleh suatu perbuatan 
pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri 
maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun 
untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara 
melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun penjara 
c. Menurut Pasal 340 KUHP 
Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu  
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 
tertentu, paling lama dua puluh tahun. 
d. Menurut Pasal 341 KUHP 
Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak 
pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja 
merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, 




e. Menurut Pasal 342 KUHP 
Seorang ibu untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut 
akan ketahuan bahwa ia melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau 
tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena 
melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun. 
f. Menurut Pasal 343 KUHP 
Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang 
bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau 
pembunuhan berencana. 
g. Menurut Pasal 344 KUHP 
Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang 
itu sendiri yang jelas dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun. 
h. Menurut Pasal 345 KUHP 
Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, 
menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk 
itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang 
itu jadi bunuh diri. 
i. Menurut Pasal 346 KUHP 
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandaungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan 




j. Menurut Pasal 347 KUHP 
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
 
k. Menurut Pasal 348 KUHP 
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam  
dengan pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
 
l. Menurut Pasal 349 KUHP 
Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan 
kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu 
melakukan melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 
347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat 
ditambah dengan sepertiga  dan dapat dicabut hak untuk menjalankan 
pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. 
m. Menurut Pasal 350 KUHP 
Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan , karena pembunuhan 
berencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 344, 347, 
dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 
 
3. Unsur-Unsur Tindak PidanaPembunuhan  
a. Pasal 338 KUHP 
Dari ketentuan diatas, unsur-unsur dari pasal tersebut adalah 
sebagai berikut : 
1. Barang siapa 
2. Dengan sengaja 
3. Merampas nyawa orang lain 
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b. Pasal 339 KUHP 
1. Untuk mempersiapkan pidana lain 
2. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain 
3. Dalam hal tertangkap tangkap tangan, ditujukan untuk : 
- Menghindarkan diri atau peserta lain dari pidana 
- Memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara 
melawan hukum 
 
c. Pasal 340 KUHP 
1. Barang siapa 
2. Dengan sengaja 
3. Dengan rencana terlebih dahulu 
4. Merampas nyawa orang lain 
 
d. Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 KUHP 
1. Seorang ibu  
2. Karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak 
dilahirkan  
3. Tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya 
 
e. Pasal 344 KUHP 
1. Barang siapa 
2. Merampas nyawa orang  lain atas permintaan orang itu sendiri 
3. Yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati 
 
f. Pasal 345 KUHP 
1. Barang siapa 
2. Sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri 
3. Menolongnya dalam perbuatan itu 
4. Atau memberi sarana kepadanya untuk itu 
 
g. Pasal 346 KUHP 
1. Seorang wanita  
2. Dengan sengaja  
3. Menggugurkan atau mematikan kandungannya 
4. Atau menyuruh orang lain untuk itu 
 
h. Pasal 347 ayat (1) KUHP 
1. Barang siapa 
2. Dengan sengaja menggugurkan 
3. Atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa 
persetujuannya 
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i. Pasal 347 ayat (2) KUHP 
1. Jika perbuatan itu 
2. Mengakibatkan matinya wanita tersebut 
 
j. Pasal 348 ayat (1) KUHP 
1. Barang siapa  
2. Dengan sengaja menggugurkan 
3. Atau mematikan kandungan seorang wanita dengan 
persetujuannya 
 
k. Pasal 348 ayat (2) KUHP 
1. Jika perbuatan itu 
2. Mengakibatkan matinya wanita tersebut 
 
l. Pasal 349 KUHP 
1. Jika seorang dokter, bidan atau juru obat 
2. Membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 KUHP 
3. Ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu 
kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347, dan pasal 348 
KUHP 
4. Maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah 
dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan 
pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan 
 
m. Pasal 350 KUHP 
1. Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan 
2. Karena pembunuhan berencana 
3. Atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347, 
dan Pasal 348 KUHP 
4. Dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5 
KUHP 
. 
C. Geng Motor 
Geng motor adalah sekumpulan orang memiliki hobi bersepeda 
motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama 
sama baik tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor. Ada juga 
orang yang berpendapat bahwa geng motor adalah sekumpulan orang 
atau kelompok yang menggunakan motor sebagai pemersatunya dan 
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biasanya mengarah ke hal-hal negatif. Sebutan geng motor ini selalu 
memberikan citra buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis, 
berbeda dengan komunitas yang merupakan sekumpulan orang yang 
memiliki hobi sama yaitu pecinta otomotif, biasanya komunitas motor 
berkumpul dengan kendaraan yang sama dan lebih spesifik dari segi tipe 
motornya. 
Dampak negatif geng motor banyak disebutkan bahwa akan 
membuat lalu lintas terganggu, juga dapat menimbulkan keresahan 
masyarakat apabila geng motor tersebut melakukan tindakan-tindakan 
yang bersifat negatif.. Geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah 
kecenderungan hobi yang sama.Pengertian geng motormemang melekat 
dengan kekerasan, hal ini karena beberapa geng motor belakangan telah 
berubah dari kumpulan hobi mengendarai motor menjadi hobi menganiaya 
orang,  hobi melakukan aksi perampokan serta pembunuhan.  
Geng motor awalnya berkembang di kota bandung, namun 
sekarang geng motor bisa kita temukan hampir di setiap kota seperti 
Jakarta, Surabaya, Medan bahkan merembet ke seluruh indoneseia 
khususnya di Makassar. 
Anggota-anggota geng motor kebanyakan adalah anak-anak dan 
remaja. Ini merupakan salah satu permasalahan yang harus dicegah dan 
ditanggulangi secepatnya.Tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh 
anggota geng motor sangat banyak terjadi baik di kota besar maupun kota 
kecil. Perbuatan tersebut banyak dasarnya baik dari diri sendiri ataupun 
dorongan dari orang lain. Biasanya kriminalitas kebanyakan berlatar 
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belakang dari kondisi ekonomi dan masyarakat sekitar.Tindakan kriminal 
ada yang bersifat sembunyi- sembunyi dan ada juga yang terang-
terangan.Kriminalitas masih menjadi satu kesatuan dengan kemiskinan, 
setelah diperhatikan kemiskinan tidak hanya miskin harta tetapi juga 
miskin ilmu, kiskin harga diri, miskin hati dan banyak lainnya.Jika 
kejahatan meningkat itu dalah salah satu faktor dari pengangguran yang 
ada karena para pengangguran memiliki banyak waktu kosong selain itu 
juga kesenjangan ekonomi yang terlihat jelas pada sekarng ini sehingga 
mereka para penganggur merasa tidak adil dan berfikir untuk melakukan 
tindak kriminalitas.Selain itu perubahan sosial yang ada merupakan salah 
satu pemicu tindak kriminalitas. 
Selain itu kriminalitas juga identik dengan dunia remaja yang serba 
ingin tahu dan ingin mencoba hal – hal yang baru. Dapat saya jelaskan 
seperti ini : Salah satu problem pokok yang dihadapi oleh kota besar, dan 
kota-kota lainnya tanpa menutup kemungkinan terjadi di pedesaan, adalah 
kriminalitas di kalangan remaja. Dalam berbagai acara liputan kriminal di 
televisi misalnya, hampir setiap hari selalu ada berita mengenai tindak 
kriminalitas di kalangan remaja.Hal ini cukup meresahkan, dan fenomena 
ini terus berkembang di masyarakat.dikatakan bahwa di wilayah Bandung 
tidak ada hari tanpa tindak kekerasan dan kriminal yang dilakukan oleh 
remaja. Tentu saja tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja sangat 
bervariasi, terutama dengan kehadiran geng-geng motor yang sangat 
meresahkan masyarakat yang menjadi salah satu wadah sebagai watak 
kebringasan remaja yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu 
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lintas, penjarahan, pemerkosaan bahkan sampai pada 
pembunuhan.Tindak kriminalitas yang terjadi di kalangan remaja dianggap 
kian meresahkan publik.Hal ini bahkan diperparah dengan tidak 
mampunya institusi sekolah dan kepolisian untuk mengurangi angka 
kriminalitas di kalangan remaja tersebut.Kenakalan remaja yang terjadi di 
berbagai wilayah di Indonesia, dan dunia pada umumnya, dapat 
dikategorikan sebagai sebuah bentuk perilaku menyimpang di 
masyarakat.Tentu saja fenomena ini dapat dijelaskan dalam tataran ilmu 
sosial, hanya saja untuk mencari suatu teori yang relevan yang dapat 
menjelaskan dengan baik mengenai kenakalan remaja dibutuhkan kejelian 
tersendiri.Kenakalan remaja dapat diidentifikasikan sebagai bentuk 
penyimpangan yang terjadi di masyarakat, dan dengan identifikasi ini 
maka kenakalan remaja dapat dijelaskan dalam tataran ilmu- ilmu sosial. 
Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa perilaku menyimpang 
yang terjadi di kalangan remaja merupakan adanya konflik antara norma-
norma yang berlaku di masyarakat dengan cara-cara dan tujuan-tujuan 
yang dilakukan oleh individu. Oleh karena itu, Merton membagi keadaan 
ini dalam lima kategori, yaitu: 
1. „Conformity‟ atau individu yang terintegrasi penuh dalam 
masyarakat baik yang tujuan dan cara-caranya „benar dalam 
masyarakat‟ 
2. „Innovation‟ atau individu yang tujuannya benar, namun cara- 
cara yang dipergunakannya tidak sesuai dengan yang 
diinginkan dalam masyarakat. 
3. „Ritualism‟ atau individu yang salah secara tujuan namun cara-
cara yang dipergunakannya dapat dibenarkan. 
4. „Retreatism‟ atau individu yang salah secara tujuan dan salah 
berdasarkan cara-cara yang dipergunakan. 
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5. „Rebellion‟ atau individu yang meniadakan tujuan-tujuan dan 
cara-cara yang diterima dengan menciptakan sistem baru yang 
menerima tujuan-tujuan dan cara-cara baru. 
 
Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja berupa tindakan 
kriminal boleh jadi membuat kita berpikir ulang mengenai integrasi dalam 
masyarakat. Alih-alih menjadi tertuduh utama, sebagaimana yang 
dituduhkan dalam media massa, kenakalan remaja berupa tindak kriminal 
justru memberikan pengaruh yang besar dalam masyarakat, meskipun 
pengaruh mereka tidaklah diinginkan (unintended). Adanya kriminalitas di 
kalangan remaja pun mendorong kita bertanya penyebab terjadinya 
tindakan tersebut. 
Kenakalan remaja boleh jadi berkaitan erat dengan hormon 
pertumbuhan yang fluktuatif sehingga menyebabkan perilaku remaja sulit 
diprediksi, namun ini bukanlah jawaban yang dapat menjadi justifikasi atas 
perilaku remaja. Rasanya angapan bahwa hormon berpengaruh sangat 
besar agak dilebih-lebihkan, nampaknya ada faktor lain yang 
menyebabkan mengapa angka kriminalitas di kalangan remaja menjadi 
sangat tinggi dan perbuatan kriminalitas tersebut dianggap sangat 
meresahkan masyarakat secara luas. 
Salah satu tuduhan mengenai tingginya angka kriminalitas remaja 
sebagai salah satu anggota geng motor adalah tidak berfungsinya 
keluarga dan/atau ketidakberfungsian sosial masyarakat. Keluarga di 
anggap gagal dalam mendidik remaja sehingga menyebabkan mereka 
melakukan tindakan penyimpangan yang berujung dengan diberikannya 
sanksi sosial oleh masyarakat.Alih-alih tertib, sanksi yang diberikan justru 
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menjadikan remaja menjadi lebih sulit diatur.Hal ini pula yang 
menyebabkan masyarakat dianggap gagal dalam melakukan tindakan 
pencegahan atas terjadinya perilaku menyimpang tersebut.Keluarga 
memegang peranan yang penting, dan hal ini diakui oleh banyak pihak. 
Keluarga merupakan elemen penting dalam melakukan sosialisasi nilai, 
norma, dan tujuan-tujuan yang disepakati dalam masyarakat, dan 
tingginya angka kriminalitas remaja sebagai konsekuensi dari tidak 
berjalannya aturan dan norma yang berlaku di masyarakat dianggap 
sebagai kesalahan keluarga. Jika melihat dari sisi teoritis, tentu saja bukan 
hanya keluarga yang dipersalahkan, masyarakat pun dapat dipersalahkan 
dengan tidak ditegakkan aturan secara ketat atau membantu sosialisasi 
norma dan tujuan dalam masyarakat. 
Salah satu faktor lainnya yang juga harus diperhatikan adalah peer 
group remaja tersebut. Teman sepermainan memegang peran penting 
dalam meningkatnya angka kriminalitas di kalangan remaja.Sebagaimana 
yang dikatakan oleh Sutherland, bahwa tindakan kriminal bukanlah 
sesuatu yang alamiah namun dipelajari, hal ini lah yang menyebabkan 
pentingnya untuk melihat teman sepermainan remaja tersebut. 
Tentunya sangat banyak faktor penyebab remaja terjerumus ke 
dalam kawanan geng motor.Namun, salah satu penyebab utama 
mengapa remaja memilih bergabung dengan geng motor adalah 
kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini bisa jadi 
disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan 
pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya 
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diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat 
mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua. 
Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, 
pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua 
atau keluarganya, karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki 
ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan 
kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka mereka 
akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah 
mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah di 
lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif 
kerap menjadi pilihan anak-anak (broken home) tersebut sebagai cara 
untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya. 
Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa 
remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya 
sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara 
positif. 
Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan 
kecepatan tinggi.Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat 
jarang digelar.Padahal, ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, 
selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi 
diri. Karena sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan, 
akhirnya mereka melampiaskannya dengan aksi ugal-ugalan di jalan 




D. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
Untuk memberikan penjelasan tentang arti “pidana” dan “hukum 
pidana” menurut pakar, yaitu : 
- Menurut Mr. W. P. J. Pompe (Waluyadi,2009:3) memberikan 
batasan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah 
keseluruhan aturan ketentuan-ketentuan hukum mengenai 
perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan 
pidananya. 
 
- Menurut Moelyatno (Waluyadi,2009:3), mengartikan bahwa 
hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan 
aturan-aturan untuk : 
 
a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
dilarang, yang disertai ancaman atau sampai yang berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan 
tersebut. 
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka 
yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan 
atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam. 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka atau 
telah melanggar larangan-larangan tersebut. 
 
- Menurut Sudarto (Waluyadi,2009:3), mendefinisikan bahwa 
yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang 
sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan 
yang memenuhi syarat-syarat tertentu.  
 
- Menurut Saleh (Waluyadi,2009:3), mengartikan bahwa yang 
dimaksud dengan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini 
berjudul suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada 
pembuat delik. 
 
2. Jenis-jenis Pidana 
Mengenai teori pemidanaan dalam literature hukum disebut dengan 
teori hukum pidana yang berhubungan langsung dengan pengertian 
hukum pidana subjektif.Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang 
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dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana 
tersebut. 
Dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari atas : 
a. Pidana Pokok 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan 
 
b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
 
Teori pemidanaan dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan 
yaitu: 
1. Teori absolute atau teori pembalasan 
Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar 
pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada 
penjahat, penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan 
pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah melakukan 
atau membuat penderitaan terhadap orang lain. 
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai 
dua arah yakni: 
a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut objektif dari 
pembalasan). 
b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam 
dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan). 
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2. Teori relative atau teori tujuan 
Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar 
bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum 
dalam masyarakat.Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, 
dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan 
dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. 
Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana 
merupakan suatu yang terpaksa perlu dilakukan untuk 
mencapai tujuan ketertiban masyarakat maka pidana itu 
mempunyai tiga macam sifat yaitu : 
1. Bersifat menakut-nakuti 
2. Bersifat memperbaiki 
3. Bersifat membinasakan 
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua 
macam yaitu : 
a. Pencegahan umum 
b. Pencegahan khusus 
3. Teori gabungan 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain 
dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori 
gabungan dapat ditetapkan yaitu sebagai berikut: 
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a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang 
perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib 
masyarakat. 
b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 
tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana 
tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan 
terpidana. 
 
E. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana 
1. Dasar Pemberatan Pidana 
Menurut Johnkers (Zainal Abidin Farid,2007:427) bahwa dasar 
umum strafverhogingsgronden atau dasar pemberatan atau penambahan 
pidana umum adalah : 
a. Kedudukan sebagai pegawai negeri 
b. Recidive (Penggulangan delik) 
c. Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) 
atau concursus. 
Kemudian Jonkers menyatakan bahwa title ketiga Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu 
Pasal 52 KUHP yang berbunyi : 
“Jikalau seorang pegawai negeri (ambtenaar) melanggar 
kewajibannya yang istimewa kedalam jabatannya karena 
melakukan kejahatan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada 
waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai 
kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh karena 
jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan 
sepertiganya.” 
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Ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut umum 
dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena kesulitan 
untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52 KUHP yaitu : 
a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau 
b. Memakai kekuasaannya, kesempatan atau daya-daya upaya 
yang diperoleh karena jabatannya. 
Misalnya seorang dosen memukul mahasiswanya tidak memenuhi 
syarat butir a, sekalipun ia pegawai negeri. Seorang polisi yang bertugas 
untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum yang mencuri tidak juga 
memenuhi syarat butir a. barulah oknum polisi itu melanggar 
kewajibannya  yang istimewa karena jabatanya kalau ia memang 
ditugaskan khusus untuk menjaga uang bank Negara, lalu ia sendiri 
mencuri uang bank itu. Juga butir b sering tidak dipenuhi oleh seorang 
pegawai negeri. Misalnya seorang pegawai negeri yang bekerja dikantor 
sebagai juru tik tidak dapat dikenakan Pasal 52 KUHP kalau ia menahan 
seorang tahanan di tahanan kepolisian. Sebaliknya seorang penyidik 
perkara pidana yang merampas kemerdekaan seseorang memenuhi 
syarat butir b. seorang oknum kepolisian yang merampas nyawa orang 
lain dengan menggunakan senjata dinasnya memenuhi pula syarat itu. 
Kalau pengadilan hendak pidana maksimum, maka pidana tertinggi 
yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu ditambah dengan 
sepertiganya. 
Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan 
(ambtsdelicten) yang memang khusus diatur di dalam Pasal 143 sampai 
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dengan Pasal 437 KUHP, yang sebagaimana dimasukkan kedalam 
Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Pengertian pegawai negeri agak berbeda dengan definisi pegawai 
negeri menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 
a. Unsur menerima gaji tidak diisyarakatkan oleh hukum pidana 
b. Pengertian pegawai negeri telah diperluas dengan Pasal 92 
KUHP yang mencakup juga sekalian orang yang dipilih menurut 
pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, 
demikian pula orang yang diangkat menjadi oknum dewan 
pembuat undang-undang atau perwakilan daerah dan setempat, 
dan sekalian kepada bangsa Indonesia (misalnya ketua-ketua 
dan oknum pemangku adat yang bukan kepala desa atau 
kampung) dan kepala orang-orang timur asing yang melakukan 
kekuasaan sah. Terhadap delik-delik korupsi yang diatur dalam 
Undang-Undang No.3 Tahun 1971 istilah pegawai negeri 
diperluas lagi sehingga mencakup juga jabatan yang bukan 
pegawai negeri dari pemerintah (dalam arti luas) dan 
masyarakat misalnya pegawai perguruan tinggi swasta, 
pengurus organisasi olahraga, yayasan dan sebagainya. 
terhadap pembuat delik korupsi Pasal 52 KUHP pun tidak 
berlaku. 
Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana 
orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik yang diantarai oleh 
putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. 
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Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang 
membedakan recidive dan concursus (samenloop, gabungan, 
perbarengan). Pengecualian ialah pengaturan tentang concursusyang 
diatur dalam Pasal 71 (1) KUHP, yang menentukan bahwa jikalau setelah 
hakim yang bersangkutan menjatuhkan pidana, lalu disidang pengadilan 
itu ternyata terpidana sebelumnya pernah melakukan kejahatan atau 
pelanggaran (yang belum pernah diadili) , maka hakim yang akan 
mengadili terdakwa yang bersangkutan harus memperhitungkan pidana 
yang lebih dahulu telah dijatuhkan dengan menggunakan ketentuan-
ketentuan tentang concursus(Pasal 63 sampai dengan Pasal 70 bis 
KUHP). 
Seperti yang telah dikemukakan pada hakikatnya ketentuan tentang 
concursus realis (gabungan delik-delik) tersebut pada Pasal 65,66, dan 70 
KUHP bukan dasar yang menambah pidana sekalipun dalam Pasal 65 (2) 
dan 66 (1) KUHP, satu perbuatan itu ditambah dengan sepertiganya, 
karena jumlah seluruh pidana untuk perbuatan-perbuatan itu tidak dapat 
dijumlahkan tanpa batas. Misalnya A mula-mula mencuri (Pasal 362 
KUHP), lalu melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP), kemudian 
melakukan penggelapan (Pasal 372 KUHP) kemudian terakhir menadah 
(Pasal 480 KUHP). A hanya dapat dipidana paling tinggi untuk 
keseluruhan kejahatan tersebut menurut sistem KUHP selama 5 tahun 
penjara (yang tertinggi maksimum pidananya diantara keempat kejahatan 
tersebut) ditambah dengan sepertiga lima tahun, atau 1 tahun delapan 8 
bulan, jadi lama pidananya yaitu 6 tahun 8 bulan. 
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2. Dasar Peringanan Pidana 
Menurut Jonkers (Zainal Abidin Farid,2007;493), bahwa sebagai 
unsur peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum adalah: 
a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP) 
b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP) 
c. Strafrechtelijke minderjatingheld , atau orang yang belum cukup 
umur (Pasal 45 KUHP). 
Titel ketiga KUHP hanya menyebut butir c, karena yang disebut 
pada butir a dan butir b bukanlah dasar peringanan pidana yang 
sebenarnya. 
Pendapat Jonkers tersebut sesuai dengan pendapat Hazewinkel 
Suringa (Zainal Abidin Farid, 2007;493) yang mengemukakan percobaan 
dan pembantuan adalah bukan suatu bentuk keadaan yang memberikan 
ciri keringanan kepada suatu delik tertentu, tetapi percobaan dan 
pembantuan merupakan bentuk keterwujudan yang berdiri sendiri dan 
tersendiri  dalam delik. Jonkers (1946:169) menyatakan bahwa ketentuan 
Pasal 53 (2) dan (3) serta Pasal 57 (2) dan (3) KUHP bukan dasar 
pengurangan pidana menurut keadaan-keadaan tertentu, tetapi adalah 
penentuan pidana umum pembuat percobaan dan pembantu yang 
merupakan pranata hukum yang diciptakan khusus oleh pembuat undang-
undang. Kalau di Indonesia masih terdapat suatu dasar peringanan 
pidana umum seperti tersebut dalam Pasal 45 KUHP, maka di Belanda 
Pasal 39 oud WvS yang mengatur hal yang sama, telah dihapuskan pada 
tanggal 9 Novermber 1961, staatsblad No. 402 dan 403 dan dibentuk 
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kinderststrafwet (undang-undang pokok Tentang Perlindungan Anak) yang 
memerlukan karangan tersendiri. 
Pasal 45 KUHP yang sudah ketinggalan zaman itu memberikan 
wewenang kepada hakim untuk memilih tindakan dan pemidanaan 
terhadap anak yang belum mencapai usia 16 tahun, yaitu mengembalikan 
anak itu kepada orang tuanya atau walinya tanpa dijatuhi pidana atau 
memerintahkan supaya anak-anak itu diserahkan kepada pemerintah 
tanpa dipidana dengan syarat-syarat tertentu ataupun hakim menjatuhkan 
pidana. Jikalau kemungkinan yang ketiga dipilih oleh hakim, maka 
pidananya harus dikurangi sepertiganya, misalnya seorang anak SMP 
menghilangkan nyawa anak SMA yang berusia 13 tahun. Kalau hakim 
hendak menjatuhkan pidana tertinggi, maka pidana tertingginya adalah 15 
tahun dikurangi 5 tahun sama dengan 10 tahun penjara. Perlu juga 
dijelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidaklah perlu 
tertinggi, tetapi hakim dapat memilih pidana yang paling ringan yaitu 1 hari 
menurut Pasal 12 (2) KUHP sampai pidana maksimum yang ditentukan 
didalam Pasal 338 KUHP yang dikurangi sepertiganya, dengan kata lain 
pidana terendah adalah 1 hari dan yang tertinggi adalah 10 tahun penjara. 
Hanya hakim perlu memperhatikan bunyi Pasal 27 Undang-Undang Pokok 
Kekuasaan Kehakiman yang mememrintahkan Hakim memperhatikan 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan 





1. Pengertian Putusan 
Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek 
penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi 
terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 
dapat mempersiapkan langkah selanjutnya.Dalam sistem peradilan pidana 
modern seperti pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim 
sendiri. 
Pasal 1 (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan 
adalahPernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala 
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini. 
2. Jenis-Jenis Putusan 
Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan 
hakim atau pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu: 
a. Putusan yang bukan putusan akhir/putusan sela 
Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa 
penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan 
Pasal 148 dan 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan 
perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan 
kekerabatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum 
(JPU). Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa: 
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 Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya 
pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena murapakan 
kewenangan pengadilan negeri yang lain sebagaimana 
ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP. 
 Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal 
demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 
(2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut 
ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. 
 Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut 
umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 
ayat (1) KUHAP disebabkan materi hukum perkara tersebut 
telah daluarsa, materi perkara dan materi hukum perdata dan 
sebagainya. 
b. Putusan Akhir 
Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “eind vonis” 
dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi 
apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas 
pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir berupa: 
1. Putusan bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP) 
Putusan bebas menurut rumpun Eropa continental lazim disebut 
dengan putusan “vrijspraak”. Aturan hukum putusan bebas 
diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) yaitu : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil         
pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang 
didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 
terdakwa diputus bebas” 
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Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan 
“perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut 
penilaian hukum atas dasar pembuktian dengan menggunakan 
alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini. 
2. Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 
191 ayat 1 KUHAP) 
Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum 
diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP yaitu : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang 
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 
merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas 
dari segala tuntutan hukum” 
 
Apabila dikonsultasikan dan dijabarkan lebih lanjut secara 
teoritik pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terdahap 
penjelasan dari segala tuntutan terjadi jika: 
a. Dari hasil pemeriksaan didepan sidang  pengadilan 
perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut 
bukanlah merupakan tindak pidana. 
b. Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. 
c. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang 
diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. 
3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) 
Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan 
Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu : 
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“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka, 
pengadilan menjatuhkan pidana” 
 
Apabila dijabarkan lebih mendalam putusan pemidanaan dapat 
terjadi jika dari hasil pemeriksaan di persidangan majelis Hakim 
berpendapat : 
- Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa atau 
penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan. 
- Perbuatan terdakwa tesebut merupakan ruang lingkup tindak 
pidana atau pelanggaran 
- Dipenuhi ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta 







Dalam penulisan ini, Penulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi 
yang diperlukan.Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai suatu sistem ilmiah yang proporsional. 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka 
Penulis memilih lokasi penelitian di Makassar yaitu tepatnya di Pengadilan 
Negeri Makassar.Alasan penulis mengambil tempat penelitian di 
Pengadilan Negeri Makassar disebabkan hubungan judul skripsi yang 
dianggap bersesuaian dengan tempat penelitian. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu : 
1. Data primer, merupakan data empirik yang diperoleh secara 
langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik 
wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan 
Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut. 
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan 
dikumpulkan  melaluiliteratur atau studi kepustakaan, peraturan 
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perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, 
internet, buku-buku, surat kabar, majalah, koran dan bacaan-
bacaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang 
akan diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisanini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Penelitian pustaka (library research). 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan 
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.Disamping itu juga 
data yang diambil Penulis ada yang berasal dari dokumen-
dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan (field research). 
Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu:  
 Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara 
pengamatan  langsung dengan objek penelitian. 
 Wawancara (interview) langsung kepada Hakim Pengadilan 





D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis 
secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-
keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan 
yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat 
mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara 



















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Terhadap Kasus Dalam Putusan No. 
530/Pid.B/2014/PN.Mks 
1. Posisi Kasus  
Irwan Idris Alias Iwan Lili pada hari-hari tertentu yaitu pada saat 
malam minggu tengah berkumpul dengan teman-temannya, dimana 
teman-teman terdakwa serta terdakwa menamakan perkumpulan tersebut 
dengan sebutan kelompok sepeda motor (geng motor) “TETTA” yang 
diketuai oleh terdakwa, adapun terdakwa dan teman-temannya sering 
berpawai di jalan-jalan di Kota Makassar dengan menggunakan motor 
pada waktu malam minggu. 
Pada waktu dan tempat yang sebagaimana diterangkan di atas, 
saat terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang menamakan 
diri mereka dengan sebutan kelompok sepeda motor (geng motor) 
“TETTA” menuju pulang setelah berkumpul di Pantai Losari Kota 
Makassar, terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut yang saat itu 
mengendarai motor dengan jumlah sekitar 12 (dua belas) unit motor 
melintas di Jl. Andalas Kota Makassar. Pada saat itu, tiba-tiba dari arah Jl. 
Rappo-rappo terdapat beberapa orang yang melempar batu kearah 
rombongan terdakwa dan teman-teman terdakwa. Salah satu lemparan 
batu mengenai salah satu motor yang digunakan oleh teman terdakwa 
sehingga menyebabkan pengendara motor tersebut tersebut terjatuh. 
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Setelah terjatuh pengendara motor tersebut melarikan diri dan 
meninggalkan motor tersebut. 
Karena para pelempar semakin mendekat kearah motor yang 
terjatuh dan berusaha mengambil sepeda motor tersebut, maka pada saat 
itulah rombongan terdakwa berinisiatif untuk pelemparan batu kearah 
pihak/orang yang melempari terdakwa dan rombongannya dengan batu, 
terjadilah saling lempar batu antara dua kelompok tersebut diikuti dengan 
saling mengejar antar dua kelompok. 
Adapun korban Ilham Mahmud, berada paling depan pada 
kelompok orang yang melempari terdakwa dan rombongannya dengan 
batu, pada saat itulah terdakwa bersama teman-temannya mengejar 
korban Ilham Mahmud, dan pada saat korban terjatuh karena salah satu 
kakinya menginjak lubang, saat itulah terdakwa dan teman-teman 
terdakwa mendekati tubuh korban dan melakukan serangkaian perbuatan 
yang mengakibatkan korban Ilham Mahmud mengalami luka, terdakwa 
melakukan penikaman terhadap korban di bagian pinggang sebanyak 1 
(satu) kali, sedangkan teman-teman terdakwa yang lain melakukan 
pemukulan kearah tubuh korban,  menendang kearah kepala korban dan 
ada pula yang menggunakan parang. 
Tidak berapa lama kemudian, ada seseorang yang berteriak 
“POLISI” sehingga membuat terdakwa dan teman-temannya melarikan 
diri dan meninggalkan korban di tempat tersebut, sedangkan korban 
masih sempat berdiri namun karena luka yang diderita korban sehinnga 
korban pun terjatuh lalu ditolong oleh seseorang dan segera dilarikan ke 
rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. 
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Korban meninggal dunia akibat luka yang dideritanya setelah 
dirawat di rumah sakit selama 8 (delapan) hari. 
Adapun luka tersebut sesuai dengan : 
1) Visum Et Repertum tanggal 10 maret 2013 dari Rumah Sakit 
Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar yang di buat dan di 
tanda tangani oleh dokter pada rumah sakit tersebut dari hasil 
pemeriksaan ditemukan luka yaitu : 
 Luka terbuka di punggung 2 (dua) buah : disebabkan oleh 
kekerasan benda tajam 
 Pendarahan hidung disertai perubahan bentuk hidung : 
disebabkan kekerasan benda tumpul. 
2) Visum Et Repertum No : 023/VER/RSG/III/2013 tanggal 22 
maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada 
rumah sakit tersebut yang dari tindakan medis yang dilakukan 
disimpulkan bahwa: korban mengalami sakit berat dan 
meninggalnya korban akibat infeksi berat pada rongga 
perut yang menyebabkan kuman masuk ke pembuluh darah 
akibat infeksi dinding rongga perut yang luas akibat luka 
tembus rongga perut sampai usus. 
3) Luka terbuka di punggung 2 (dua) buah, masimg-masing 
berukuran : 
 4 x 1 x 2 cm, tepi luka rata. 
 5 x 1 x 2 cm, tepi luka rata. 
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2. Dakwaan Penuntut Umum 
Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
tanggal 01 Maret 2014 Nomor: 530/Pid.B/2014/PN.Mks. (Acara 
Pemeriksaan Biasa) dan Surat Pelimpahan Perkara Biasa tanggal 24 
Maret 2014 Nomor: PDM-446/R.4.10/Ep/3/2014 terdakwa dihadapkan ke 
depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : 
Kesatu: 
 Bahwa ia terdakwa IRWAN IDRIS alias IWAN LILI, pada hari 
minggu tanggal 10 maret 2013 sekitar jam 03.00 atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di 
jalan Andalas Kota Makassar tepatnya di depan rumah makan 
BRAVO Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-
tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan 
memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Makassar “Dengan 
sengaja merampas nyawa orang lain” yang di lakukan oleh 
terdakwa dengan korban Ilham Mahmud, adapun cara-cara yang 
dilakukan sebagai berikut : 
 Terdakwa pada hari-hari tertentu yaitu pada saat malam 
minggu tengah berkumpul dengan teman-temannya, dimana 
teman-teman terdakwa serta terdakwa menamakan 
perkumpulan tersebut dengan sebutan kelompok sepeda 
motor (geng motor) “TETTA” yang diketuai oleh terdakwa, 
adapun terdakwa dan teman-temannya sering berpawai di 
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jalan-jalan di Kota Makassar dengan menggunakan motor 
pada waktu malam minggu. 
 Pada waktu dan tempat yang sebagaimana diterangkan di 
atas, saat terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa 
yang menamakan diri mereka dengan sebutan kelompok 
sepeda motor (geng motor) “TETTA” menuju pulang setelah 
berkumpul di Pantai Losari Kota Makassar, terdakwa dan 
teman-teman terdakwa tersebut yang saat itu mengendarai 
motor dengan jumlah sekitar 12 (dua belas) unit motor 
melintas di Jl. Andalas Kota Makassar. Pada saat itu, tiba-
tiba dari arah Jl. Rappo-rappo terdapat beberapa orang yang 
melempar batu kearah rombongan terdakwa dan teman-
teman terdakwa. Salah satu lemparan batu mengenai salah 
satu motor yang digunakan oleh teman terdakwa sehingga 
menyebabkan pengendara motor tersebut tersebut terjatuh. 
Setelah terjatuh pengendara motor tersebut melarikan diri 
dan meninggalkan motor tersebut. 
 Karena para pelempar semakin mendekat kearah motor 
yang terjatuh dan berusaha mengambil sepeda motor 
tersebut, maka pada saat itulah rombongan terdakwa 
berinisiatif untuk pelemparan batu kearah pihak/orang yang 
melempari terdakwa dan rombongannya dengan batu, 
terjadilah saling lempar batu antara dua kelompok tersebut 
diikuti dengan saling mengejar antar dua kelompok. 
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 Adapun korban Ilham Mahmud, berada paling depan pada 
kelompok orang yang melempari terdakwa dan 
rombongannya dengan batu, pada saat itulah terdakwa 
bersama teman-temannya mengejar korban Ilham Mahmud, 
dan pada saat korban terjatuh karena salah satu kakinya 
menginjak lubang, saat itulah terdakwa dan teman-teman 
terdakwa mendekati tubuh korban dan melakukan 
serangkaian perbuatan yang mengakibatkan korban Ilham 
Mahmud mengalami luka, terdakwa melakukan penikaman 
terhadap korban di bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali, 
sedangkan teman-teman terdakwa yang lain melakukan 
pemukulan kearah tubuh korban,  menendang kearah kepala 
korban dan ada pula yang menggunakan parang. 
 Tidak berapa lama kemudian, ada seseorang yang berteriak 
“POLISI” sehingga membuat terdakwa dan teman-
temannya melarikan diri dan meninggalkan korban di tempat 
tersebut, sedangkan korban masih sempat berdiri namun 
karena luka yang diderita korban sehinnga korban pun 
terjatuh lalu ditolong oleh seseorang dan segera dilarikan ke 
rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. 
 Korban meninggal dunia akibat luka yang dideritanya setelah 
dirawat di rumah sakit selama 8 (delapan) hari. 
 Adapun luka tersebut sesuai dengan : 
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a. Visum Et Repertum tanggal 10 maret 2013 dari Rumah 
Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar yang di 
buat dan di tanda tangani oleh dokter pada rumah sakit 
tersebut dari hasil pemeriksaan ditemukan luka yaitu : 
- Luka terbuka di punggung 2 (dua) buah : disebabkan 
oleh kekerasan benda tajam. 
- Pendarahan hidung disertai perubahan bentuk hidung 
: disebabkan kekerasan benda tumpul. 
b. Visum Et Repertum No : 023/VER/RSG/III/2013 tanggal 
22 maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
dokter pada rumah sakit tersebut yang dari tindakan 
medis yang dilakukan disimpulkan bahwa : Korban 
mengalami sakit berat dan meninggalnya korban 
akibat infeksi berat pada rongga perut yang 
menyebabkan kuman masuk ke pembuluh darah 
akibat infeksi dinding rongga perut yang luas akibat 
luka tembus rongga perut sampai usus. 
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal338 KUHP. 
 Kedua: 
 Bahwa ia terdakwa IRWAN IDRIS alias IWAN LILI, pada hari 
minggu tanggal 10 maret 2013 sekitar jam 03.00 atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di 
jalan Andalas Kota Makassar tepatnya di depan rumah makan 
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BRAVO Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-
tempat lain akan tetapi masih termasuk dalam kewenangan 
memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Makassar, dengan 
sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ILHAM 
MAHMUD, yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara 
sebagai berikut : 
 Terdakwa pada hari-hari tertentu yaitu pada saat malam 
minggu tengah berkumpul dengan teman-temannya, dimana 
teman-teman terdakwa serta terdakwa menamakan 
perkumpulan tersebut dengan sebutan kelompok sepeda 
motor (geng motor) “TETTA” yang diketuai oleh terdakwa, 
adapun terdakwa dan teman-temannya sering berpawai di 
jalan-jalan di Kota Makassar dengan menggunakan motor 
pada waktu malam minggu. 
 Pada waktu dan tempat yang sebagaimana diterangkan di 
atas, saat terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa 
yang menamakan diri mereka dengan sebutan kelompok 
sepeda motor (geng motor) “TETTA” menuju pulang setelah 
berkumpul di Pantai Losari Kota Makassar, terdakwa dan 
teman-teman terdakwa tersebut yang saat itu mengendarai 
motor dengan jumlah sekitar 12 (dua belas) unit motor 
melintas di Jl. Andalas Kota Makassar. Pada saat itu, tiba-
tiba dari arah Jl. Rappo-rappo terdapat beberapa orang yang 
melempar batu kearah rombongan terdakwa dan teman-
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teman terdakwa. Salah satu lemparan batu mengenai salah 
satu motor yang digunakan oleh teman terdakwa sehingga 
menyebabkan pengendara motor tersebut tersebut terjatuh. 
Setelah terjatuh pengendara motor tersebut melarikan diri 
dan meninggalkan motor tersebut. 
 Karena para pelempar semakin mendekat kearah motor 
yang terjatuh dan berusaha mengambil sepeda motor 
tersebut, maka pada saat itulah rombongan terdakwa 
berinisiatif untuk pelemparan batu kearah pihak/orang yang 
melempari terdakwa dan rombongannya dengan batu, 
terjadilah saling lempar batu antara dua kelompok tersebut 
diikuti dengan saling mengejar antar dua kelompok. 
 Adapun korban Ilham Mahmud, berada paling depan pada 
kelompok orang yang melempari terdakwa dan 
rombongannya dengan batu, pada saat itulah terdakwa 
bersama teman-temannya mengejar korban Ilham Mahmud, 
dan pada saat korban terjatuh karena salah satu kakinya 
menginjak lubang, saat itulah terdakwa dan teman-teman 
terdakwa mendekati tubuh korban dan melakukan 
serangkaian perbuatan yang mengakibatkan korban Ilham 
Mahmud mengalami luka, terdakwa melakukan penikaman 
terhadap korban di bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali, 
sedangkan teman-teman terdakwa yang lain melakukan 
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pemukulan kearah tubuh korban,  menendang kearah kepala 
korban dan ada pula yang menggunakan parang. 
 Tidak berapa lama kemudian, ada seseorang yang berteriak 
“POLISI” sehingga membuat terdakwa dan teman-
temannya melarikan diri dan meninggalkan korban di tempat 
tersebut, sedangkan korban masih sempat berdiri namun 
karena luka yang diderita korban sehinnga korban pun 
terjatuh lalu ditolong oleh seseorang dan segera dilarikan ke 
rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. 
 Korban meninggal dunia akibat luka yang dideritanya setelah 
dirawat di rumah sakit selama 8 (delapan) hari. 
 Adapun luka tersebut sesuai dengan : 
a. Visum Et Repertum tanggal 10 maret 2013 dari Rumah 
Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera Makassar yang di 
buat dan di tanda tangani oleh dokter pada rumah sakit 
tersebut dari hasil pemeriksaan ditemukan luka yaitu : 
- Luka terbuka di punggung 2 (dua) buah : disebabkan 
oleh kekerasan benda tajam. 
- Pendarahan hidung disertai perubahan bentuk hidung 
: disebabkan kekerasan benda tumpul. 
b. Visum Et Repertum No : 023/VER/RSG/III/2013 tanggal 
22 maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
dokter pada rumah sakit tersebut yang dari tindakan 
medis yang dilakukan disimpulkan bahwa : korban 
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mengalami sakit berat dan meninggalnya korban 
akibat infeksi berat pada rongga perut yang 
menyebabkan kuman masuk ke pembuluh darah 
akibat infeksi dinding rongga perut yang luas akibat 
luka tembus rongga perut sampai usus. 
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 
170 Ayat (2) Ke-3 KUHP. 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian yang dimaksud, Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang 
bersangkutan menuntut sebagai berikut : 
a. Menyatakan terdakwa Irwan Idris alias Iwan Lili bersalah 
melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana telah 
diatur dalam dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam 
dakwaan KESATU; 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Idris alias Iwan 
Lili dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara 
dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 
c. Menetapkan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) buah badik warna coklat dirampas untuk 
dimusnahkan. 
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- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). 
 
4. Analisis penulis 
Berdasarkan Putusan Nomor 530/Pid.B/2014/PN.Mks, surat 
dakwaan yang telah diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan 
Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) 
KUHAP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan pada 
dakwaan primair yakni terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP, pasal yang 
telah sesuai dengan tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatan, yaitu 
dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah memenuhi unsur-unsur 
dari Pasal 338 KUHP. 
Penulis berpendapat tuntutan pidanaJaksa Penuntut Umum 
(JPU)terhadap Irwan Idris alias Iwan Lilitelah tepat dan pantas dengan 
berdasarkan dari alat bukti yang ditemukan baik berupa unsur-unsur 
pasal, keterangan saksi dan keterangan terdakwa maupun dari barang 
bukti yang ditemukan, sehingga JPU beranggap bahwa terdakwa telah 
terbukti melanggar Pasal 338 KUHP dan tidak ada alasan pemaaf dan 
atau alasan pembenar atas diri dan perbuatan para terdakwa, sehingga 
dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan 
kadar kesalahannya dan dibebani biaya perkara yang besarnya 




B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Pidana 
Pada Putusan No. 530/Pid.B/2014/PN.Mks 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang menangani 
kasus tersebut bahwa dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa terbukti 
dan mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 338 KUHP 
yang mengatur tentang pidana pembunuhan dengan maksimal ancaman 
pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara, 
jika semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan terpenuhi 
berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah dengan keyakinan hakim. 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu: 
a. Hal-hal yang memberatkan: 
- Terdakwa adalah pimpinan (geng motor) “TETTA”, hal mana 
geng motor tersebut sangat meresahkan masyarakat. 
- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain yaitu Ilham 
Mahmud meninggal dunia 
b. Hal-hal yang meringankan: 
- Terdakwa menyesali perbuatannya 
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sehingga 
diharapkan kemudian hari dapat memperbaiki kelakuaannya 
di masyarakat. 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuataannya sehingga 
memudahkan pemeriksaan di persidangan 
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- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.  
 
2. Amar putusan 
MENGADILI: 
1) Menyatakan terdakwa : IRWAN IDRIS alias IWAN LILI 
identitasnya tersebut di atas , telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pembunuhan ; 
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun ; 
3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan ; 
4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; 
5) Menetapkan barang bukti yang berupa : 
 1 (satu) buah badik warna coklat, dirampas untuk 
dimusnahkan; 
6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp. 5.000,- (rupiah). 
 
3. Analisis Penulis 
Berdasarkan Putusan No. 530/Pid.B/2014/PN.Mks, Penulis 
beranggap bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Idris Alias Iwan Liliterbukti 
bersalah dalam melakukan tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP. 
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Menurut Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus tersebut 
mengatakan bahwa : 
“Penjatuhan sanksi pidana terhadap terpidana telah memiliki 
kekuatan hukum yang tetap, telah sesuai berdasarkan beberapa 
alasan yang meringankan sanksi pidana terhadap terpidana.Seperti 
terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, para terdakwa 
masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolahnya serta 
terdakwa juga belum pernah dihukum”. 
 
Penulis berpendapat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan 
terhadap terpidana sudah pantas dengan berbagai pertimbangan yang  
memberatkan dan meringankan pidana para terdakwa, sehingga cukup 
untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana 
pada khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya sebagaimana 
fungsi pidana pada mestinya. 
Menurut Secena (Adami Chazawi, 2002:156) berpandangan bahwa 
supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan 
kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusi 
yang sangat kejam dan dilakukan dimuka umum agar setiap orang 
mengetahuinya. 
 
Hal yang Penulis garis bawahi dari pandangan diatas yaitu perlunya 
perhatian dan tindakan lebih terhadap anak pelaku tindak pidana agar 
kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat berkurang dan tidak terjadi lagi 
seperti kasus kekerasan dalam Putusan No. 530/Pid.B/2014/PN.Mks. oleh 
sebab itu aparat hukum harus memberikan perhatian lebih kepada anak 
sebagai pelaku tindak pidana dengan bekerja sama dengan masyarakat 
dalam memberantas kekerasan yang terjadi di jalanan. 
Ketentuan teori pemidanaan tentang ancaman pidana yang 
diketahui oleh masyarakat umum inlah yang dapat membuat setiap orang 
menjadi takut untuk melakukan kejahatan karena melihat adanya teori 
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pemidanaan relatif yang mempunyai tiga macam sifat yaitu bersifat 
menakut-nakuti, memperbaiki dan membinasakan.Walaupun seperti itu, 
hakim juga mempunyai kebiasaan dan kekuasaan dalam menjatuhkan 
hukuman bagi seorang terdakwa yang dalam menjatuhkan putusan harus 
benar-benar mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek pemberian 


















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat 
dsimpulkan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum atas tindak pidana pembunuhan dalam 
perkara putusan No.530/Pid.B/2014/PN.Mks. menurut putusan 
Pengadilan Negeri Makassar telah sesuai dengan ketentuan 
Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan hukum pidana materiil 
sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair yakni 
terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP, pasal yang telah sesuai 
dengan tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatan, yaitu 
barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dan dinyatakan terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana pembunuhan telah memenuhi unsur-
unsur dari Pasal 338 KUHP. 
2. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam perkara putusan No. 
530/Pid.B/2014/PN.Mks. berdasarkan pertimbangan fakta dalam 
persidangan yang timbul. Selanjutnya majelis hakim 
membuktikan pertimbangan yuridis yang diajukan oleh Jaksa 
Penuntut Umum. Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana 
terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan terdakwa. Dalam perkara ini, majelis hakim 
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menyatakan dakwaan subsidair yakni Pasal 170 ayat 2 ke (3) 
KUHPtidak terpenuhi unsur tindak pidananya. Akan tetapi, 
majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana Pasal 338 KUHP tentang Kejahatan Pembunuhan pada 
dakwaan primer oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan ini Majelis 
Hakim setelah mendapatkan lebih dari 2 alat bukti dari Jaksa 
Penuntut Umum dengan penuh keyakinan maka majelis Hakim 
menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun. 
 
B. Saran 
Berdasarkan analisis teori yang diperoleh di lapangan mengenai 
putusan Pengadilan Negeri Nomor.530/Pid.B/2014/PN.Mks tentang tindak 
pidana kekerasan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran 
sebagai berikut : 
1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum 
agar lebih refrensif kepada setiap pelaku tindak pidana, 
sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang 
sepadan dan mencapai filosofi hukum (mengembalikan seperti 
semula). 
2. Dalam penyusunan kebijakan dalam rangka menanggulangi 
tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok 
geng motor perlu adanya aturan khusus tindak pidana 
pembunuhan untuk anggota kelompok geng motor, agar 
meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh anggota kelompok 
geng motor di Makassar yang dapat merugikan masyarakat. 
64 
3. Perlu adanya pertimbangan hakim tentang nasib keluarga 
korban pembunuhan, jika mengetahui korban merupakan tulang 
punggung dalam keluarganya dalam suatu keluarga dengan 
memberikan sanksi denda kepada para tersangka yang 
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